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BAB1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sejak tergadinya krsis moneter dan fransisi politik, maka tanggal 1
Januari 2001, seluruh daerah di Indonesia mulal mencrapkan desentralisas
{otonomi dasrah) vang didasarkan pada UL Mo, 22 tahun 1999 tenlang
“Pemerintah Daerah™, dan UL Mo, 25 tahun 1999 fentang “Penmbangan
Keuangan antara Posat dan Daerah™. UU Mo, 22 tabun 1999 pada prinsipnyva
mengatue penyelenggaraan Pemenntahan Daerah vang lebih mengutamakan
pelaksansan  asas desentralisast, Menunt asas  desentralisast kola  dan
kabupaten bertindak sebapai “motor”, sedangkan pemerintah propinsi sebagai
koordinator. Sedangkan ULF No25 tahun 1999 mengatur pengelolaan dan
pengounaan anggaran sesual dengan prinsip “meney  [ollows  famcrion”
(Landivanto, 2005). Berlakunva kedvua undang-undang ini akan berdampak
pada perubahan paradigma pengelolaan daerah khususoya aspek kevangan
daerah. baik di fingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Kedua undang-
undang ini memberikan peluang vang lebih besar kepada daerah untuk lehih
mengoptimalkan potensi vang ada, balk menyangkut sumber daya manusia,
dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daemb.

Selapjutnya, ditetapkannva Undang-Undang Ne. 32 Tabun 2004
tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, akan memberikan
kewenanpgan atau olonomi yang luas, nvata dan bertangpung jawab kepada

pemerintahan  dagrah  secara proporsiopal, Hal ini  diwujudkan  dengan



pengaturan dan pembagian sumber daya nasional, perimbangan kevangan
pusal dan deerah secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragamanan daerah terutama
kepada pemerintahan kabupaten dan kota. Tujuan pemberian kewenangan
dalam penvelenggaraan otonomi  daerabh  adalah puna peningkatan
kesgjahteraan rakyat, pemerataan dan  keadilan sosial, demokrasi dan
penghormatan terhadap budava lokal, serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah (Berti, 2006).

Sccara tidak langsung, otonomi daerah berdampak pada kewenangan
dan tanggung jawab vang dimiliki suatu daerab. Daramurti dan Rauta (dalam
Berti, 20061 menzemukakan bahwy implikasi dan adanya kewenangan ursan
pemerintah yang bepite luas, yang diberikan kepads dagrah dalam rangks
otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bapi daerah. Namun disisi lain,
bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang
menuntutl kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin bertambah
pula wrusan pemerintahan yang menjadi tangpung jawab pemerintah daerah.
(Meh karena itu, ada beberapa aspek vang hams dipersiapkan dalam rangka
otonomi daerah antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan,
sertn sarana dan prasarana dasrah.

Dalam mengisi dan melaksanakan pembangunanan, aspek keuwangan
merupakan masalah pokok pemerintah  dalam rangka penerimasn  dan
pengeluaran demi kesejahteran masvarakat, Pertumbuhan penduduk vang
cukup linggei, meningkatnya pendapatan perkapita dan taraf hidup masyarakat,

merupakan faktor-faktor vang menjadi tantanpan bagi masyarakat dan
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KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Bersadarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli

Dacrah (PAD) di Sumatera Barat {1979-2008) dapat disimpulkan scbagai berikut:

[

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD} serts  perkembangan
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat dari tahun
1979-2008 coendrung berflukiuasi setiap tshunnya,

Dari hasil penpujian secara Keseluruhan (uji-f), mlai ~hitung adalah
616,41 lebih besar dar Hlabel  sebesar 3.35. Arlinva semua variabel
independen (Produk Domestik Repional Bruto (PDRB) dan jumlah
kendaraan bermmotor) secara keseluruhan mempunyal hubungan yang
signifikan terbadap variabel independen (Pendapatan Asli Daerah
(PADI).

Koefisien determinasi R sebesar 0,979 menunjukkan bahwa variabel
independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 97 90 persen
dan sisanva 2,11 persen dipengaruhi olch variabel lain di luar model,
Produk Domestik Regional Broto (PDRB) dengan o = (L03,
menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dimana nila t-
hitung  lebih besar dan t-fabel yailw 685 > 1,69, berarti Produk

Domestik  Regional Bruto (PDRB} memiliki pengamh positif dan
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